BAB 11
GAMBARAN UMUM BPBD

2. 1. Sejarah Perusahaan

Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak
terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan
hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad
20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks
situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat
ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis,
hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia membangun visi untuk

membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah
yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia serta Lautan Hindia dan
Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan
keindahan pulau- pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa
wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of
fire, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu

Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan

ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain,



posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis juga
memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan
ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai
ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran
hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. ~menghadapi
ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam
membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga
merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke
waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun
1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat
terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut.
a. Periode 1945 - 1966
Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang
(BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada
kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk
menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang
kemerdekaan.
b. Periode 1966 - 1967
Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana
Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966.
Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas

BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap



darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma
penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana
yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

Periode 1967 - 1979

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara
serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967
Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/1/1967 yang
bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana Alam (TKP2BA).

Periode 1979 - 1990

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh
Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979.
Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan
darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan
Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun
1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

Periode 1990 - 2000

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial.
Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan

konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan



bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB
diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam
dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106
Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor,
lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

Periode 2001 - 2005

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial
yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru.
Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait
dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan
menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

Periode 2005 - 2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada
tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia
internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti

situasi saat iu, Pemerintah Indonesia



mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki
fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur
pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan
paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama.
h. Periode 2008

[Cover UU 24 dan perpres 8] Dalam merespon sistem penanggulangan bencana
saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga,
maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah
penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
BNPB  memiliki  fungsi pengkoordinasian  pelaksanaan kegiataan

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

2. 2 Visi dan Misi Lembaga

Berikut akan dijelaskan mengenai visi dan misi dari BPBD Provinsi Lampung.

2.2.1 Visi

Visi BPBD Provinsi Lampung adalah “Ketangguhan daerah Lampung menghadapi
bencana”.

2.2.2 Misi
Misi BPBD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

a. Melindungi daerah Lampung dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko.



b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.

C.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh.

2.2.3 Tupoksi

Tupoksi BPBD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.
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Mengkaji bahan dan kebijakan teknis.

Mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
Mengidentifikasi lokasi dan jumlah korban bencana.

Menganalisis kerusakan dan kerugian akibat bencana

Menyusun kebijakan normalisasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Menyusun kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana.
Menyusun kebijakan bantuan darurat.

Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial,
ekonomi, dan budaya.

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan

semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pasca bencana.

2.4 Lokasi Perusahaan

Kantor BPBD Provinsi Lampung berlokasi di JI. Gatot Subroto No.44, Pahoman,

Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35123.



2.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPBD Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

UNSUR PENGARAH
- INSTANSI
- PROFESIONAL / AHLI

UNSUR PELAKSANA KEPALA
PELAKSANA BADAN

S.E.MH.
NIP. 197111251997031005

PENANGGULANGAN BENCANA

RUDY SJAWAL SUGIARTO,

SEKRETARIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

EKA YUSLITA DEWI, S. T., M.T
Pembina Tk. I (IV/b) NIP.
19801101 200212 2 003

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

JONI, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b) NIP.
196706081998031002

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK

TESSA BROJONEGORO, S.Sos., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b) NIP.
198007312006041006

KABID REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

ZAILI FAHMY, M.ST. MT
Pembina Tk. I (IV/b) NIP.
197305212002121003

KELOMPOK JABATAN

l

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ASIYAH NUR ASA, S.Kom. M.M
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19810504 201101 2 009

ANALLS BENCANA

PENATABENCANA

(AHLI PRATAMA 4)

BIKA ANJASWARI, SE. M.Si.
DENNY SAPUTRA, S.Kom.
ASIH NUZULIANA, S.Pd., M.M.
NURYAD], S.Ip.

» WNE

(AHLI MUDA 1)
1. AMIR HUSIN, S.Sos.

(AHLI MADYA 3)

1. MASWA TIFARINI, S.Kep. M.M
2. HAMDANI, SE.M.M.

(AHLI MUDA)

1. ANDY RAMANDA,S.Sos.
2. EFFENDY ARSYAD, S.Sos

ANALILS REBIJARAN
(AHLI MUDA)

MAP

JULIAN ARINALDI, S.IP. M.P.P

ANALTS REUANGAN PUSAT
DAN DAERAH (AHLI MUDA

DJUNISAR SYAHPRI, SI
M.H.
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